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LATAR BELAKANG
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1. Mendukung pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang

memiliki wilayah usaha dalam melakukan jual beli tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik

2. Memberikan pedoman dalam penetapan tarif tenaga listrik dalam rangka menjamin konsumen

mendapatkan tarif tenaga listrik yang wajar

3. Melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang

Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, bahwa Menteri mengatur lebih lanjut mengenai tata

cara permohonan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik

4. Melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang

Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik bahwa Menteri mengatur ketentuan dan tata cara

permohonan tarif tenaga listrik dan biaya lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik

5. Terbitnya UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan UU Nomor 30

Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, bahwa Pemerintah Pusat menetapkan tarif tenaga listrik

untuk konsumen dengan persetujuan DPR RI yang semula oleh Pemerintah Pusat/ Pemerintah

Daerah sesuai dengan Kewenangannya
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PERATURAN MENTERI ESDM 

NOMOR 10 Tahun 2022

PERATURAN MENTERI ESDM 

NOMOR 47 Tahun 2018

1
Kewenangan

Penetapan

Menteri/Gubernur setelah mendapatkan persetujuan DPR/DPRD Menteri/Gubernur setelah mendapatkan persetujuan DPR/DPRD

2 Faktor Penyesuaian

Tarif Tenaga Listrik

(tariff adjustment) 

secara berkala

Belum diatur Faktor yang dapat memengaruhi BPP Tenaga Listrik terdiri atas:

a. nilai tukar mata uang dollar Amerika terhadap mata uang rupiah

(kurs);

b. harga energi primer;

c. inflasi; dan/atau

d. faktor lain yang ditetapkan oleh Menteri.

3 Konsultasi publik

(public hearing) 

Dilakukan oleh Menteri/Gubernur setelah melakukan evaluasi Dilakukan oleh Pemegang IUPTLU sebelum mengajukan

permohonanpenetapan Tarif Tenaga Listrik.

Dalam melakukan evaluasi Menteri, dapat dapat melaksanakan

konsultasi publik

4 Waktu Evaluasi Paling lambat 14 hari kalender setelah permohonan diterima secara

lengkap dan benar (14 hari public hearing)

paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja

terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

5 Usulan persetujuan ke

DPR RI

Paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah melaksanakan

konsultasi publik (public hearing)

14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak evaluasi permohonan selesai

dilakukan

6 Tarif Sementara - 3 bulan DPR atau DPRD belum memberikan persetujuan

- Masa berlaku paling lama 6 bulan dan dapat di perpanjang

- Acuan tarif sementara: tarif PT PLN (Persero) atau Tarif pemegang

IUPTL dalam satu provinsi yang telah mendapat persetujuan DPRD 

pada struktur dan/atau golongan Tarif Tenaga Listrik yang sama.

- Menteri dapat langsung menetapkan tarif sementara

- Berlaku sampai ditetapkan

- Acuan tarif sementara: memiliki struktur dan/atau golongan tarif yang 

sejenis dengan struktur dan/atau golongan Tarif pemegang IUPTLU, 

telah disetujui oleh DPR dan telah mendapatkan penetapan dari

Menteri.

7 Penetapan Biaya Lain 

yang Terkait

dengan Penyaluran

Tenaga Listrik

Belum diatur Mengatur mekanisme, persyaratan

administratif dan persyaratan teknis dan waktu penetapan
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Pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha untuk usaha distribusi

tenaga listrik, usaha penjualan tenaga listrik, atau usaha penyediaan tenaga

listrik terintegrasi menerapkan Tarif Tenaga Listrik (TTL) untuk Konsumen

dalam wilayah usahanya

Struktur Tarif Tenaga Listrik

a. Tegangan Tinggi

b. Tegangan Menengah

c. Tegangan Rendah

Golongan Tarif Tenaga Listrik

a. Layanan Sosial

b. Rumah Tangga

c. Bisnis

d. Industri

e. Kantor Pemerintahan

f. Penerangan Lampu Jalan

g. Traksi

h. Penjualan Curah

i. Layanan dengan Kualitas

Khusus

j. Peruntukan Lain yang 

Ditetapkan oleh Menteri

Tarif Tenaga Listrik dapat dilakukan penyesuaian (Tariff

Adjustment) apabila terjadi perubahan dari salah satu atau

beberapa faktor yang dapat mempengaruhi Biaya Pokok

Penyediaan (BPP) Listrik

1. Nilai tukar mata uang USD terhadap Rp 

(kurs)

2. Harga Energi Primer

3. Inflasi

4. Faktor lain

Faktor yang Mempengaruhi BPP

1. Biaya beban (Rp/kVA) dan biaya

pemakaian (Rp/kWh)

2. Biaya pemakaian daya reaktif (Rp/kVArh)

3. Biaya kVA maksimum yang dibayar

berdasarkan harga langganan (Rp/bulan) 

sesuai dengan Batasan daya yang dipakai

atau bentuk lainnya

4. Biaya lainnya yang terkait dengan

pemakaian tenaga listrik yang ditetapkan

oleh Menteri

Tarif Tenaga Listrik adalah semua biaya yang 

berkaitan dengan pemakaian tenaga listrik

konsumen

BPP Keuntungan

yang wajar

Tarif Tenaga

Listrik

Jenis

a. Reguler/Pasca bayar

b. Pra bayar
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Biaya Pokok Penyediaan Listrik

Usaha distribusi tenaga listrik

dan/atau penjualan tenaga listrik

Usaha Distribusi Tenaga Listrik 

dan/atau Penjualan Tenaga Listrik

1. Pembelian Tenaga Listrik

2. Biaya Pemeliharaan

3. Biaya Kepegawaian

4. Biaya Administrasi

5. Penyusutan atas Aktiva Tetap 

Operasional

6. Beban Bunga atau Keuangan 

7. Biaya Lainnya yang Terkait dengan 

Penyediaan Listrik

1. Biaya Pemeliharaan

2. Biaya Kepegawaian

3. Biaya Administrasi

4. Penyusutan Atas Aktiva Tetap 

Operasional

5. Beban Bunga atau Keuangan

6. Biaya Lainnya Terkait Transmisi 

dan/atau Distribusi Tenaga Listrik

Usaha Distribusi Tenaga Listrik dan/atau

Usaha Transmisi Tenaga Listrik

Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik

1. Pembelian Tenaga Listrik 

Termasuk Sewa Pembangkit

2. Biaya Bahan Bakar Termasuk

Biaya Pelumas, antara lain:

a. Bahan Bakar Minyak

b. Gas Alam

c. Panas Bumi

d. Batubara

e. Bioenergi

f. Pemanfaatan Air

g. Bahan Bakar Lainnya

h. Minyak Pelumas

3. Biaya Pemeliharaan

4. Biaya Kepegawaian

5. Biaya Administrasi

6. Penyusutan Atas Aktiva Tetap

Operasional

7. Beban Bunga atau Keuangan

8. Biaya Lainnya Terkait

Pembangkitan Tenaga Listrik

Usaha penyediaan tenaga listrik 

terintegrasi

1. Biaya Pemeliharaan

2. Biaya Kepegawaian

3. Biaya Administrasi

4. Penyusutan Atas Aktiva Tetap 

Operasional

5. Beban Bunga atau Keuangan

6. Biaya Lainnya Terkait Transmisi 

dan/atau Distribusi Tenaga Listrik

Usaha Penjualan Tenaga Listrik
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PERHITUNGAN BPP DAN  TARIF TENAGA LISTRIK

Biaya Bahan

Bakar & 

Pelumas

Pemeliharaan, 

Kepegawaian,

Penyusutan, 

Administrasi, 

Keuangan

Biaya 

Pembelian

Biaya Sewa

Penjualan

Susut

PS Jaringan

Produksi Kit. 

Sendiri Netto

Pembelian

Sewa

Tarif Tenaga

Listrik

Harga

Jual

Harga 

Sewa

Volume 

Bahan

Bakar

SFC

Harga Energi

Termal

Pajak Air 

Permukaan

Harga Panas

Bumi

Bauran:

BB

Gas

BBM

Air

PB

kWh Rp/kWh

Margin
Produksi

Netto

PS Kit

Produksi

Bruto

Produksi

IPP

Harga Jual Tenaga Listrik adalah

semua biaya yang berkaitan dengan 

penjualan tenaga listrik dari pembangkit

tenaga listrik.

Sewa Jaringan Tenaga Listrik 
adalah semua biaya yang berkaitan dengan

penyewaan jaringan transmisi dan/atau

distribusi tenaga listrik

Tarif Tenaga Listrik adalah tarif

tenaga listrik untuk Konsumen yang 

disediakan oleh pemegang IUPTLU yang 

memiliki Wilayah Usaha.

Biaya Pokok Penyediaan

Tenaga Listrik yang selanjutnya

disebut BPP Tenaga Listrik adalah biaya

penyediaan tenaga listrik oleh pemegang

IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha 

untuk melaksanakan kegiatan operasi

sampai dengan penyaluran tenaga listrik ke

Konsumen

BPP 
Tenaga Listrik
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Persyaratan

Persyaratan Administrasi Persyaratan Teknis

a. Profil dan nomor induk berusaha Badan 

Usaha

b. Penetapan Wilayah Usaha

c. Salinan IUPTLU 

a. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, 

yang disusun sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan (Permen

ESDM Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata 

Cara Penyusunan Rencana Usaha 

Penyediaan Tenaga Listrik)

b. Perhitungan BPP tenaga listrik beserta data 

pendukung

c. Susunan struktur dan/atau golongan tarif

tenaga listrik

d. Formula penyesuaian tarif tenaga listrik (tariff 

adjustment) beserta penjelasan faktor dalam

formula tersebut, apabila akan dilakukan

penyesuaian tarif tenaga listrik secara berkala

e. Laporan keuangan badan usaha

f. Hasil konsultasi publik (public hearing)
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START

Konsultasi publik

dengan pemangku

kepentingan

Permohonan

Penetapan Tarif 

Tenaga Listrik

Arahan / 

Disposisi untuk

Evaluasi

Evaluasi

Persyaratan

Mengusulkan

Persetujuan

kepada DPR

Penyampaian

Alasan

Penolakan

Penetapan 

Tarif Tenaga 

Listrik

Persetujuan

Persetujuan

≤ 30 hari kerja

sejak

permohonan

diterima secara

lengkap dan 

benar

≤ 14 hari kerja

Tidak

Tidak

Ya

Ya
≤ 14 hari

kerja

Pemilik Wilus

Menteri ESDM

DJK

DPR RI

Surat 

Penetapan Tarif 

Tenaga Listrik 

Sementara



MEKANISME PERMOHONAN PERUBAHAN TARIF TENAGA LISTRIK

13

P
EM

IL
IK

W
IL

U
S

D
EW

A
N

 
P

ER
W

A
K

IL
A

N
 

R
A

K
YA

T
M

EN
TE

R
IE

SD
M

D
IT

JE
N

G
A

TR
IK

START

Konsultasi publik

dengan pemangku

kepentingan

Permohonan

Perubahan Tarif 

Tenaga Listrik

Arahan / 

Disposisi untuk

Evaluasi

Evaluasi

Persyaratan

Mengusulkan

Persetujuan

kepada DPR

Penyampaian

Alasan

Penolakan

Penetapan 

Tarif Tenaga 

Listrik

Persetujuan

Persetujuan*

≤ 30 hari kerja

sejak

permohonan

diterima secara

lengkap dan 

benar

≤ 14 hari kerja

Tidak

Tidak

Ya

Ya
≤ 14 hari

kerja

Keterangan: 

*) Dalam hal belum terdapat persetujuan DPR, Tarif Tenaga Listrik mengacu pada Tarif Tenaga Listrik sebelumnya yang telah ditetapkan

Pemilik Wilus

Menteri ESDM

DJK

DPR RI
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BIAYA LAIN YANG TERKAIT DENGAN PENYALURAN TENAGA LISTRIK
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Biaya Lain

1. Biaya penyambungan

 Biaya yang 

dikenakan oleh 

pemegang IUPTLU 

yang memiliki

Wilayah Usaha 

kepada Konsumen

yang mengajukan

penyambungan baru

atau penambahan

daya tenaga listrik

2. Uang jaminan langganan

 Jaminan berupa

uang atau bank 

garansi yang 

dikeluarkan oleh 

bank nasional atas

pemakaian daya dan 

energi listrik selama

menjadi Konsumen

dengan Tarif Tenaga 

Listrik reguler

3. Biaya denda

keterlambatan

pembayaran listrik

 Biaya yang 

dikenakan kepada

Konsumen karena

pembayaran tagihan

rekening listrik

melampaui masa 

yang ditetapkan oleh 

pemegang IUPTLU 

yang memiliki

Wilayah Usaha

4. Biaya lainnya sesuai

dengan keperluan

penyediaan tenaga

listrik di Wilayah Usaha 

pemegang IUPTLU 

 Biaya yang dapat

dikenakan kepada

Konsumen karena

memengaruhi mutu

dan/atau keandalan

penyediaan tenaga

listrik pemegang

IUPTLU di wilayah 

usahanya
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Persyaratan

Persyaratan Administrasi Persyaratan Teknis

a. Profil dan nomor induk berusaha Badan 

Usaha

b. Penetapan Wilayah Usaha

c. Salinan IUPTLU 

a. Perhitungan biaya lain yang terkait dengan

penyaluran tenaga listrik

b. Hasil survei harga produk

 Hasil survei harga produk yang 

diperlukan dalam penyambungan baru

atau perubahan daya langganan di 

Wilayah Usaha pemegang IUPTLU

c. Hasil kajian atas urgensi penetapan 

besaran biaya lain yang terkait dengan 

penyaluran tenaga listrik

 Hasil evaluasi atas biaya lain yang terkait

dengan penyaluran tenaga listrik yang 

diusulkan sesuai dengan kondisi dan 

karakteristik penyediaan tenaga listrik di 

Wilayah Usaha pemegang IUPTLU
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Persetujuan Biaya 

Lain Terkait

Penyaluran

Arahan/Disposisi

untuk Evaluasi

Evaluasi

Persyaratan

Administrasi dan 

Teknis 

Persetujuan

Penyampaian

Alasan Penolakan

Surat Penetapan 

Biaya Lain Terkait 

Penyaluran

Tidak

Ya

≤ 14 hari kerja

sejak permohonan

diterima secara

lengkap dan benar

≤ 14 hari

kerja

Pemilik Wilus

Menteri ESDM

DJK
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Pemegang IUPTLU yang memiliki usaha harus menyampaikan Laporan

Realisasi Tarif Tenaga Listrik, Penjualan Tenaga Listrik, dan BPP Tenaga

Listrik secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal secara berkala

setiap bulan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Tarif Tenaga Listrik dan/atau biaya

lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik yang telah ditetapkan

dinyatakan tetap berlaku sampai dengan penetapan Tarif Tenaga Listrik

dan/atau biaya lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik yang baru

berdasarkan Peraturan Menteri.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pemegang IUPTLU yang memiliki

Wilayah Usaha yang telah mendapatkan penetapan Tarif Tenaga Listrik dan/atau

biaya lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik dari gubernur harus

melaporkan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung

sejak Peraturan Menteri diundangkan.



Jl. H.R. Rasuna Said Blok X2 Kav.07-08 Kuningan, Jakarta Selatan, 

DKI Jakarta. 12950

Terima kasih
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Ketenagalistrikan
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